Kabupaten Madiun
Kampung Pesilat Indonesia




KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Geger Tahun 2018 -
2023 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk
periode 5(lima) tahun.

Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabarab Visi, Misi,
Tujuan Pembangunan Daerah dan Program yang menjadi urusan
perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 - 2023 Kabupaten
Madiun dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan daerah
tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Tata Cara
Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan
Rencna Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Geger Tahun 2018 - 2023 merupakan
Dokumen Perencanaan dan Dokumen yang digunakan sebagai dasar
penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan.
Rencana Strategis akan memuat tujuan, sasaran, program dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang
menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Geger. Penyusunan dokumen
Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan dengan
BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Tahun
2018 - 2023 dilakukan karena adanya Perubahan pada RPJMD
Kabupaten madiun Tahun 2018-2023. Perubahan tersebut sebagai
bentuk penyesuaian rencana pembangunan daeran dengan terbitnya
Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan



dan Keuangan Daerah. Oleh Karenanya diperlukan penyesuaian
substansi Renstra Kecamatan Geger.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya
disingkat dengan Rnstra memuat tujuan, sasaran, program, dan
kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib dan/atau urusan Pemerintahan Pilihan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri
No. 86 Tahun 2017 pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat
Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Geger Kabupaten
Madiun Tahun 2018 - 2023 merupakan dokumen perencanaan bersifat
teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Madiun
Tahun 2018 - 2023. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Geger
Kabupaten Madiun yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten
madiun berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati
dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Madiun dalam
penyelenggaraan pembangunan Daerah.

Renstra Kecamatan Geger menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya
selama kurun waktu lima tahun. Renstra Kecamatan juga menjadi
acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada
lingkungan Kecamatan geger. Selain itu, Renstra berperan sangat
penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk kontribusi
mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan
tugas dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai

sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan



berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten
Madiun berkaitan dengan Urusan Wajib Pemerintahan Kecamatan.
Dalam menyusun Renstra Kecamatan Geger terdapat beberapa
proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra
Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah,
penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.
Hingpenetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu dokumen Renstra
memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara
lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota, dan
Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah
dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota,
dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan
Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat
daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. RPJMD Kabupaten Madiun dan
memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat
Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Madiun.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2023 didasarkan pada ketentuan
peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinisi jawa Timur(Berita
Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965nNomor 2730);



10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
(Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan  Pertanggungajawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014




11.

12.

13.

14.

15.

16.
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tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015
Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2008 nomor 48, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia
nomor 4833, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaga Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan
keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2019 Nomor 42);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disaese 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaga Negara
Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang rencana
Pembangunan jangka Menengah nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang




18.

19,

20.

21,

22:

23.

24.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Pementeri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang
Sistem informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangkan Panjang Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 tahun 2009 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012
tentang Tata Ruang Wilayah Provisni Jawa Timur 2011-2031
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 nomor 3 Seri
DJ);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Jawa timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur tahun 2019 Nomor 5 Seri D);



25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Madiun 2009-2029;

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Madiun Tahun 2005 - 2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 53 Tahun
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 18 Tahun 2016 Tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun
Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Kecamatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Geger dimaksudkan

sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk

melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah

ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten madiun Tahun 2018 — 2023 adalah sebagai berikut :

1

Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten
Madiun dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun sekaligus menjadi acuan dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk
kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja,
permasalahan,isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari

RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;



Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai
tugas pokos dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang
ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat
Daerah Kabupaten Madiun;

Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam
mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan
secara terpadu, terarah dan terukur;

Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk
memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan
operasionak tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi
guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun
waktu satu sampai lima tahun kedepan;

Menyesuaikan perubahan pada RPJMD Kabupaten Madiun Tahun
2018 - 2023:

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 antara lain:

18

Menjadi Pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi
Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dan mewujudkan cita-cita
vang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas
pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun;

Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam
mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah;

Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
perangkat daerah wuntuk kurun waktu lima tahun dalam




pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan
pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;

4. Memberikan pedoman bagi seluruh apatarur perangkat daerah
dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah tahunan
dalam kurun waktu lima tahun;

1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
Tahun 2018-2023 ini disusun dengan sistematika penulisan
sebagai berikut:

BABI1. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra

Perangkat Daerah.

1.1. Latar Belakang,
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGEKAT DAERAH

Pada bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan
fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor
Kecamatan Geger

2.2. Sumber Daya Kantor Kecamatan geger

2.3. Kinerja Pelayanan kantor Kecamatan Geger

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Kantor Kecamatan Geger



BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan

dan isu-isu Kantor Kecamatan Geger.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Geger;

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah;

3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah
Kantor Kecamatan Geger beserta indikator kinerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bab ini menguraikan rumusan strategi dan arah
kebijakan Kantor Kecamatan Geger dalam lima tahun
mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

Pada bab ini dikemukanan rencana program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Kantor Kecamatan Geger.



BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukan indikator kinerja Kecamatan yang
secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai
Kecamatan geger dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

pembangunan Kabupaten madiun.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan

penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.



BAB I

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN GEGER

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Geger

Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Kecamatan , maka Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang Pembangunan, Pelayanan masyarakat,
Pembinaan , Pemberdayaan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan

Bupati Kepada Camat.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Camat sesuai ayat 2 mempunyai tugas pokok membantu
Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang
Administrasi pemerintahan di Kecamatan;
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai
fungsi sebagai berikut:
a. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum,
b. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan
masyarakat;
c. pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum;
d. pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan
peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan
fasilitas pelayanan umum;
f. pelaksanaan  pengkoordinasian penyelenggaraan  kegiatan

pemerintahan di tingkat kecaamatan;



g. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
dan/atau kelurahan;

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan;

1.  melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan |/ yang belum dapat dilaksanakan oleh
pemerintahan desa dan kelurahan;

j.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Camat juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai ayat
(1) melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang

meliputi aspek :
a) perijinan;
b) rekomendasi;
c) koordinasi;
d) pembinaan;
e) pengawasan;
f)fasilitasi;
g penetapan;
h) penyelenggaraan; dan

i) kewenangan lain yang dilimpahkan
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, mengoordinasian,
pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hokum,
informasi kehumasan, korganisasian dan ketatalaksanaan,

pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan,



kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan
administrasi di lingkungan Kantor Kecamatan Geger.
Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

ayat (1) mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup
sekretariat;
b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program,anggaran dan

perundang-undangan;

c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;

e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;

f.  Pengelolaan administrasi keuangan;

g. Pengelolaan administrasi perlengkapan;

h. Pengelolaan asset;

[y
.

Pengelolaan urusan rumah tangga;

Pengelolaan kearsipan;

s
.

k. Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan laporan kegiatan;dan
l.  Pelaksanaan tugas-tugas lain yang yang diberikan oleh Camat

sesuai dengan lingkup tugas fungsinya.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana, program dan kegiatan pada Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian;

b. Mengelola tertib admnistrasi umum dan kearsipan;

c. Mengelola pelayanan administrasi umum,kearsipan dan

ketatalaksanaan;




Mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;

Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;

Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan asset;

Melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan kegiatan pada
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan tugasnya.

Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelapaoran

Tugas Kepala Subbagian Keuangan, Penyusunan Program dan

Pelaporan mempunyai tugas:

a.

b.

Menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian
Keuangan,Penyusunan Program dan pelaporan;

Menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada lingkup
Dinas;

Melaksanakan penatausahaan keuangan,;

Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan termasuk
pembayaran gaji pegawai,

Melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanaan program
dan kegiatan pada lingkup Dinas;

Menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan perundang-
undangan;

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub
Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Laporan; dan
Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan tugasnya.

Kepala Seksi Pemerintahan Desa/ Kelurahan
Tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa / Kelurahan

mempunyai Tugas :




a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada
Seksi Tata Pemerintahan Desa / Kelurahan;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat
daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan;

c. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan
dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di
bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

d. Melaksanakan pemberian bimbingan,supervise, fasilitasi dan
konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan / atau kelurahan;

e. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah
tingkat kecamatan;

f.  Menyiapkan dan menyusun bahan laporan penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati

g. Menyiapkan data dan bahan evaluasi penyelenggaraa
pemerintahan desa dan / atau kelurahan,;

h. Menyiapkan dan menyusun bahan laporan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau
kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati; dan

i.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai
tugas:menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

a. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan / atau Tentara Nasional Indonesia mengenai
program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum di wilayah kecamatan;

b. Menyiapkan bahan koordiansi dengan tokoh masyarakat yang

berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan



el

ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah
kecamatan;

Menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam
pelaksanaan pengamanan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum,;

Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat
daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan
perundang - undangan;

Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat
daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penanggulangan
bencana;

Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat
daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perlindungan
masyarakat;

Melakukan pembinaan ideology Negara dan kesatuan bangsa;
Menyiapkan dan menyusun bahan laporan pemeliharaan
prasarana dan fasilitasi pelayanan umum di wilayah kecamatan
kepada Bupati;

Menyiapkan dan menyusun bahan laporan pembinaan
ketentraman dan ketertiban kepada Bupati

Menyusun bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi
soisal kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan;

Melakukan monitoring,evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas
pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai

dengan ruang lingkup tugasnya.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai

tugas:



Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;

Menyiapkan data pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan
pembangunan di wilayah kecamatan;

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
dan pembangunan di wilayah kecamatan;

Melaksanakan fasilirtasi dan menyiapkan bahan koordinasi
pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di
wilayah Kecamatan;

Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam
perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum
musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan
kecamatan;

Melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap keseluruhan
pelasaksanaan program kerja perangkat daerah,instansi vertikal
maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kerja
kecamatan,;

Menyiapkan dan menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan
pembangunan dan perekonomian di kecamatan i;

Melaksanakan monitoring,evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas
pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai

dengan ruang lingkup tugasnya.

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:
Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada
Seksi Kesejahteraan Sosial;
Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan melakukan

pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan dan gizi




masyarakat, keluarga berencana dan pemberantasan penyakit
menular;

c. Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan
pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan;

d. Melaksanakan koordinasi, pendataan dan pemantauan penyaluran
bantuan sosial;

e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program
pembinaan keagamaan,pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan
olahraga;

f.  Melaksanakan monitoring,evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas
pada Kesejahteraan Sosial di Kecamatan kepada Bupati; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Kepala Seksi Pelayanan Umum
Seksi Pelayanan mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada
Seksi Pelayanan;

b. Melaksanakan penyusunan, pengolahan, dan pemeliharaan data
dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat;

c. Melaksanakan sosialisasi tentang mekanisme, prosedur dan
persyaratan (standar pelayanan prima) kepada masyarakat;

d. Mengkoordinasikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
publik di wilayahnya;

e. Melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan kepada
masyarakat;

f.  Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan
masyarakat ;

g Melaksanakan pengumpulan data pengaduan dan menyiapkan
bahan koordinasi pengaduan terhadap pelayanan masyarakat;

h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan

tugas pada Seksi Pelayanan; dan




i.  Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang ditetapkan sesuai keahlian dan spesialisasi yang
dibutuhkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
ditentukan oleh kebutuhan dan beban kerja. Kelompok Jabatan
Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis sesuai
keahlian dan spesialisasi yang butuhkan berdasarkan peraturan
perundang - undangan.

b. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan
dan beban kerja;

c. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagai tugas tenis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Geger Kabupaten
Madiun sebagaimana Peraturan Bupati Madiun Nomor 60
Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah,
sebagaimana pada tabel berikut:




Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Geger




2.2 Sumber Daya Kantor Kecamatan Geger

Pelaksanaan fungsi Kecamatan Geger harus dilaksanakan
secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan
sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor
penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa
sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih
beroperaional maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan
tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya
berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber
daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan professional
dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada

Kantor Kecamatan Geger.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Kantor Kecamatan Geger

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Kecamatan
Geger sesuai struktur organisasi terdiri dari Camat, Sekretariat dan 5
(ima) Seksi. Sekretariat dimipin oleh Sekretaris yang membawahi 2
(dua) Sub Bagian.
Adapun Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Geger
sebanyak 24 Orang, yang terdiri :

1. Eselon I g =
2. Eselon III % d
3. Eselon IV ¢ T
4. Staf /noneselon : 11
5. Sekdes PNS t 5



Sumber Daya manusia yang dimilki oleh Kantor Kecamatan Geger

sebanyak 24 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan
yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini :

1. Sarjana S-2 : 2 Orang

2. Sarjana S-1 : 8 Orang

3. Diploma -3 : 2 Orang

4. Diploma -1 : 1 Orang
5. SLTA : 10 Orang
6. SLTP : 1 Orang
7. SD

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Kantor Kecamatan Geger
Prasarana dan kelengkapan yang dimiliki olek Kecamatan

Geger sebagai peralatan pendukung tugas da fungsi organisasi
adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak

dipakai(Rp)
PERALATAN DAN MESIN
Mobil Isuzu Panther Th 2006 1unit v
Mobil Isuzu Panther Th 2017 1 unit
Sepeda Motor Bunit
Kursi putar
Kursi tamu/sofa 3 set v
Rak besiffiling kabinet 1 buah v
Rak kayu 0 buah
Jam elektronik 5 buah v
Personal Computer unit v
Laptop unit v
Printer Junit v
Meja komputer 4buah v
Meja kerja 20buah v




Meja rapat 5 buah v
Meja kayu panjang 7 buah v
Lemari kayu 8 buah
Lemari kaca Zbuah v
Kipas angin 4buah v -
Pesawat telepon 1 buah | v
Intercom 0 buah
Papan pengumuman 2 buah v
Kursi besi 0 buah .
Kursi tangan buah |
Mesin ketik 1 buah L iy
Pendingin ruangan (AC) 4unit v
Kursi plastik 100 buah v
Kursi ruang tunggu 2 buah
Televisi 3 unit v
Lambang garuda 3buah
Gambar Presiden/Wapres 3 set v
Tiang Bendera Besar dan kecil buah
Pentungan keamanan set
Kotak P3K set
DVD Player 2 unit v
Mic dan penyangga 1 set
Podium 1 buah
Bel/lonceng 1buah
Amplifyer 1unit v
Camera digital 1unit v
Il | GEDUNG DAN BANGUNAN
1 | Kantor Kecamatan 1 unit v
2 | Rumah Dinas Camat 1 unit v
3 | Panti PKK 0 unit v

Sumber: Subbag Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Geger

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan
Geger ini diharapkan dapat menunjang para aparatur untuk
meningkatkan kinerja, dan menjadi faktor pendukung dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsi. Dengan pemenuhan sarana dan
prasarana yang terus dilakukan pembaruan dapat dilihat kondisi
kantor sendiri, untuk nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan

dalam melihat kondisi internal Kantor Kecamatan Geger.



2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Geger

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan
Geger yang diatur dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Kecamatan, maka Kantor Kecamatan Geger telah
menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja
dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Kasi-kasi dengan dukungan
dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian
kinerja Kantor Kecamatan Geger dapat dilihat pada tabel dibawah ini :




2

TC. 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Geger Tahun 2016-2020

10

13

14

15

18

19

Persentase
terselenggaranya
Seksi tata
Pemerintahan

100

100

100

100%

100%

100%

| Persentase
terselenggaranta
Seksi
pemberdayaan
Masyarakat desa
dan Pembangunan

100

100

100

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase
terselenggaranya
Seksi
Kesejahteraan
Sosial

| Persentase
Pemenuhan
Kebutuhan Sarana
dan Prasaran

Aparatur

100

100

100

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

| 100%

100%

100% |

100

100

100

100

100

100

100

100

100%

1007%

100%

100%

- 100%

100% |

100%

100% |

100%

100%

100%

100%

100%

| 100%

> 2

1 100%

100%

Fio—

100%

100%

100%

100%

| 100%

| 100% |




Persentase
Pelayanan
Masyarakat yang
Terpenuhi

100

160 | 100

100

100

100 100

100

100%

100%

100%

100%

100% |

100%

100%

100%

100%

100%




TC.2.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Geger

Uraian

2016

Anggaran pada Tahun ke-

1

2

2020

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

2016

6

2016

Rasio antara Realisasi dan
Anggaran Tahun ke-

Rata - rata
pertumnuhan

Anggaran | Realisasi

11

13 14

16

17 18

Program Pelayanan
Adminisrasi Perkantoran

117.489
.000

119.83
5.500

191.75
1.500

447.52
4.000

187.86
4.189

411.04
1.710

Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur

74.500.
000

74.655
.000

80.199
500

79.660
.600

Program Peningkatan
pengembangan system
pelaporan capaian kinerja dan
ikhtisar kinerja SKPD

15.400
.000

15.173
-800

Program Pelayanan
Kesekretariatan

277.229
734

261.99
1.038

Program peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan

19.500.
000

31.989
.500

31.979
.500

Programpenguatan
kelembagaan
pengarurutamaan gender dan
anak

10.000
-000

10.000
.000

Program peningkatan
kapasitas aparatur
pemerintahan desa

30.000
.000

30.000
.000

Program pendidikan politik
masyarakat

Program perencanaan
pembangunan Daerah

41.935.
000

Program Penyelenggaraan
Pemerintahan di Kecamatan

165.70
7.000

361.40
3.026

94.347.
386

154.41
6.700

352.45
2.161

93.707
500




Berdasarkan TC.2.3 di atas terlihat bahwa anggaran dan
realisasi serta pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Geger
semakin meningkat akan tetapi peningkatan tersebut belum
signifikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Kantor
Kecamatan Geger. Bahkan, pertumbuhan belanja modal yang
diinvestasikan untuk aset tetap cenderung menurun. Dalam lima
tahun ke depan diharapkan investasi aset tetap yang dibelanjakan
dari belanja modal dapat lebih ditingkatkan sehingga kinerja

pelayanan Kantor Kecamatan Geger juga semakin meningkat.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah

Untuk menganalisi kondisi lingkungan internal dan
eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja
Kecamatan Geger dapat menggunakan analisis metode SWOT.
Dimana tantangan dan peluang Kantor kecamatan Geger dalam

mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal :
a. Kekuatan

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi
keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan
urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari
bupati kepada Camat;

2. Adanya kebijakan pengembangan Pelayanan Terpadu
Kecamatan (PATEN) melalui Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 4 Tahun 2010;

3. Adanya Aparatur dari OPD (Dinas/Badan) yang
bertugas di Kecamatan,;




4. Jumlah Aparatur Kecamatan Geger yang seluruh
Jabatan Struktural terisi dan seluruhnya mempunyai
staf pelaksana;

S. Adanya dukungan dari lembaga lain (Lembaga social
dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan
tugas dan fungsi di Kecamatan Geger;

b. Kelemahan

Secara keseluruhan tidak ada kelemahan yang
berakibat fatal, semua sudah berjalan baik dan lancer;

2. Faktor Eksternal
a. Peluang

1. Adanya kebijakan penerapan disiplin PNS melaui
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
disiplin PNS;

2. Posisi wilayah yang strategis yang berada di
perbatasan antara Kabupaten Ponorogo, Kabupaten
Magetan dan Kota Madiun serta Kabupaten Nganjuk;

3. Jumlah penduduk yang besar yang tersebar di 19
(Sembilan belas) desa;

b. Tantangan

1. Masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada
pemerintah sebagai akibat maraknya kasus bantuan
dari pusat kepada masyarakat;

2. Masih banyaknya pengangguran utamanya usia
produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya
pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan

kesempatan kerja;




BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS KECAMATAN
GEGER
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Kantor Kecamatan Geger
Kecamatan Geger memiliki Kedudukan, Susunan
organisasi, tugas , fungsi dan Tata Kerja Kecamatan yang
tercantum dalam peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun
tentang 2016 , maka Camat mengampu tanggung jawab dalam
pelaksanaan tugas Camat membantu Bupati untuk mengemban
kewenangan di bidang Pemerintahan di kecamatan sebagaimana
tugas dan kewenangan tersebut. Kecamatan mempunyai fungsi
untuk menyelenggarakan
Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh
kecamatan di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya.
Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan
fungsi Kecamatan. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan
Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TC.3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan

No. Masalah Pokok Rumusan Masalah Akar Masalah

1. | Terbatasnya - -
aparatur yang
menguasai teknis
tertentu

2. | Munculnya - =
kegiatan baru
dalam
pelaksanaan
kegiatan yang
tidak masuk dalam
rencana kerja




3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Kabupaten Madiun mencerminkan visi dan
misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita
pembangunan Kabupaten Madiun yang termaktub dalam RPJMD
Tahun 2018-2023 yaitu :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN MANDIRI
SEJAHTERA DAN BERAKHLAK?”,

Dalam mewujudkan Visi di atas kemudian moto
Kabupaten Madiun yang digunakan sebagai ikon semangat adalah
AYO APIK BARENG. Semangat tersebut manjadi seruan untuk
menyatukan tekad mewujudkan kebaikan bersama di semua
komponen masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten

Madiun secara utuh, bersinergi dan saling melengkapi.

Visi dan semangat Kabupaten Madiun di atas menjadi
dasar perumusan Misi RPUMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-
2023 yang terdiri dari :

L]

Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan

aparatur pemerintah kabupaten Madiun

(!

Mewujudkan aparatur pemerintah yang professional untuk
meningkatkan pelayanan publik ;

&  Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis

agrobisnis,agro industri dan pariwisata yang berkelanjutan;

Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan;



& Mewujudkan masyarakat beraklak mulia dengan
meningkatkan kehidupan beragama,menguatkan budaya dan

mengedepankan kearifan lokal

Kecamatan Geger memiliki keterkaitan dengan Misi ke 2
Tujuan ke 2 dan Sasaran ke 3 dari RPJMD Kabupaten
Madiun Tahun 2018-2023. Kecamatan Geger berperan untuk
meningkatkan Kinerja Pelayanan Masyarakat Kecamatan. Oleh
karena itu Kecamatan Geger perlu mengidentifikasi factor
penghambat dan factor pendorong pelayanan terhadap pencapaian
Visi dan misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah

ini.
TC.3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan
terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Madiun

No Misi Faktor Pendorong | Faktor Pengham‘bg
1. | Misike 2:
fg:;g‘iifkan Masih ada aparatur
Pemerintah Motifasi serta yang be.l o
. memahami dalam
yang metode kerja yang
: : . pelaksanaan tugas
professional sistematik kok d
untuk Ilf)D G
Meningkatkan ungsinya
Pelayanan
Publik

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

Provinsi

3.3.1 Telaahan renstra Kementerian/Lembaga




TC.3.3

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan

Sasaran K/L
Permasalahan Faktor
Sasaran Perangkat Daerah
Renstra K/L terkait Sasaran Pendukung | Penghambat
Renstra K/L

Meningkatkan | Masih adanya Motifasi dan | Aparatur
Kinerja aparatur yang metode kerja | yang
Pelayanan belum memahami |yang kurang
Kecamatan tugas pokok dan sistimatik loyalitas

fungsi segagai terhadap

aparatur tugas dan

fungsi

3.3.2.Telahan Renstra Provisni

TC.3.4

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan
Sasaran Provinsi

YRR Permasalahan Faktor
Perangkat Daerah
Renstra .
Provinsi terkait Sasarlan. Pendukung | Penghambat
Renstra Provinsi |
Meningkatkan | Masih adanya Motifasi Kurang
Tata Kelola kasus pengaduan | serta sadarnya
Pemerintahan | masyarakat terkait | metode aparatur
yang Baik, pelayanan public | kerja yang | dalam
Bersih dan sehingga sistematik | pelaksanaan
Profesional intergritas dan tugas pokok
profesionalisme dan fungsi
aparatur dalam
| pelayanan public




masih perlu
ditingkatkan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis
3.4.1.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun
ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Madiun. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Madiun adalah
“Tujuan Tata Ruang” Dengan demikian, dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
urusan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan memiliki faktor
pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan yang ditinjau

dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



PusafPelaj%anari Kawasan {PPK}

Kawasan hinterland atau
penyangga kota Madiun

' %’éngenibéhgan'jaian hngkungan
Pengembangan : jaringan
transmisi tenaga listrik

P'éngembahg.aﬁ. jaringan irig,aéi

Arahan pengembangan sistem
persampahan

Arahan pengembanga.n sistemn
jaringan air minum

Hasil Telaahan Tata Ruang Wilayah(RTRW)
Kantor Kecamatan Geger

-
Pusat Pelayanan Kawasan
(PPK)

Kawasan hinterland atau
penyangga kota Madiun

e
lingkungan

Péngembangan j.s.\:r.irlga.n
transmisi tenaga listrik

- Pénéenibéhéain jafin,gan

irigasi

SPAL

Air minum dari sumur gali
kawasan pemukiman

TC. 3.5

4
Pusat .kcgﬂi'atan kecamatan dan antar desa

Dikembangkan untuk fungsi pertahanan dan
keamanan, perdagangan dan jasa, fasilitas

umum, pemukiman, pertanian, peternakan dan
_ industri kecil

Pengembangan ruas jalan di lingkungan
pemukiman dan ruas yang menghubungkan
antar pemukiman - —
Pengembangan jaringan Saluran Udara
Tegangan Tinggi (SUTT} 150 KV

melindungi daerah aliran air, baik itu saluran
irigasi dan daerah aliran sungai; mencegah
pendangkalan melalui normalisasi jaringan
irigasi, pembangunan dan perbaikan jaringan
irigasi, meningkatkan manajeman Himpunan
Petani Pemakai Air (HIPPA)

Rehabilitasi dan pengadaan sarana dan
prasarana persampahan, bergerak dan tidak
bergerak

Pengembangan sistem pelayanan air minum
sederhana yang dikelola masyarakat desa
sendiri

5

Pusat Pelayanan Kawasan sangat
diperlukan sebagai pusat kegiatan
masyarakat kecamatan
Mendukung peningkatan ekonomi
masyarakat

Pengembangan jalan hngk‘lm.gan sangat

berpengaruh terhadap lalu lintas ekonomi
wargs masyarekat
Sangat berpengaruh pada kelancaran
kegiatan masyarakat

Mendukung kegiatan ekonomi
masyarakat

Diperlukan sarana prasarana
persampahan untuk kelestarian
lingkungan hidup
Air minum masih mengandalkan sumur
gali dan pompa, ke depan pelayanan
PDAM dapat menjangkau wilayah Kec,
Geger

.

Desa Pumorejb
Desa Kaibon

Seluruh Desa se
Kec. Geger

Desa
Geger,Klorogan, Ban

LAren

Seluruh Desa se
Kec. Geger

Seluruh Desa se
Kec. Geger

Seluruh Desa se
Kec. Geger



Arahan pengembangan sistem
jaringan drainase

Arahan pengembangan sistem
sarana dan prasarana lainnya
meliputi pendidikan, kesehatan,
peribadatan, perdaganagan,
pemerintahan, taman, olahraga,
seni budaya, pemakaman

pengembangan sistem
jaringan drainase

pengembangan sistem
sarana dan prasarana
lainnya meliputi
pendidikan, kesehatan,
peribadatan, perdaganagan,
pemerintahan, taman,
olahraga, seni budaya,
pemakaman

Penataan kawasan pemukiman sebagai daerah
resapan dengan pengaturan Koefisien Dasar
Bangunan (KDB); penanganan saluran primer
melalui program kali bersih, normalisasi dan
perawatan, pembangunan sistem jaringan
drainasi terpadu

Peningkatan dan peningkatan kualitas sarana
dan prasarana pendukung

Pengembangan jaringan drainase sangat
berpengaruh pada kelancaran ekonomi
masyarakat

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Seluruh Desa se

Kec. Geger

Seluruh Desa se
Kec. Geger



3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan
semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk
manuasi dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,
kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk
memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan
telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan. Dengan demikian, factor pendorong dan
penghambat pelayanan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



TC. 3.6

Hasil Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kantor Kecamatan Geger

2

Pengembangan kawasan
lindung geologi

Pengembangan kawasan
pertanian
Pengembangan kawasan
perindustrian

Pola pemanfatan kawasan
pemukiman

Pengembangan kawasan
pertanian

industri kecil tersebar,
belum menjadi kawasan

kawasan pemukiman
untuk diversifikasi
pangan melalui
pemanfaatan tanah
pekarangan,
pengembangan kawasan
pemukiman perdesaan

4

Pengembangan kawasan lindung zona
kerentanan gerakan tanah sangat rendah,
kawasan rawan bencana alam gempa

Pengembangan kawasan pertanian lahan
kering berupa tegal/kebun/ladang dan
kawasan pertanian hortikultura
Pengembangan kawasan industri kecil

Pegembangan kawasan pemukiman perdesaan
berbasis pertanian tanaman pangan dan
perikanan darat serta pengolahan hasil serta
pengembangan kawasan pemukiman
perkotaan (sekitar PPK)

5

Kecamatan Gegermasuk dalam zona
kerentanan gerakan tanah sangat rendah

peningkatan produksi pertanian

peningkatan pendapatan masyarakat

Desa Kaibon dengan letaknya yang
berbatasan langsung dengan Kota
Madiun ditetapkan sebagai kawasan
strategis dari sudut kepentingan ekonomi
terutama untuk pemukiman

6

seluruh desa se Kec.
Geger

seluruh desa se Kec.
Geger
seluruh desa se Kec.
Geger

seluruh desa se Kec.
Geger



Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu
bentuk kebijakan untuk dapat mengatur suatu wilayah, dimana
wilayah di sini yang dimaksud adalah wilayah Kabupaten Madiun.
Pengaturan tersebut bertujuan untuk tetap dapat menjaga
lingkungan agar tidak mengalami kerusakan dalam pemerataan
perkembangan wilayah.

Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Madiun belum
memiliki dokumen mengenai KLHS, akan tetapi konsep
pembangunan telah mengarah pada kelestarian lingkungan hidup
melalui penerapan Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
serta memperhatikan isu-isu pemanasan global dan green

economy.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena
dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang.
Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang
apabila tidak diantisipasi akan meninmbulkan masalah yang
besar atau sebaliknya.



BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat
Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau
implementasi visi da misi dalam bentuk yang lebih terarah
dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai 5(lima)
tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Bupati
Kabupaten Madiun yaitu :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI,
SEJAHTERA DAN BERAKHLAK”

Dengan Misi yang telah ditetapkan, Kecamatan
termasuk dalam Misi ke 2 yakni :

“MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH YANG
PROFESIONAL UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN
PUBLIK”

Visi dan Misi Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan oleh
Bupati Madiun dan diturunkan ke dalam tujuan dan
sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Kecamatan
dalam waktu 5(lima) tahun mendatang dapat dilihat pada
tabel di bawah ini :




Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat

Kondisi T ¢ Capal
No : Indikator Tujuan dan | Awal aEct Lapaan Kondisi
Tujuan Sasaran :
Sasaran Akhir
(2018) 2019 2020 2021 2022 2023
Sebelum Perubahan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan Indeks kepuasan 76 76 i 78 179 80 80
kecamatan yang baik masyarakat
Meningkatkan Kualitas | Indeks Kepuasan cc 76 78 80 82 83 83
Pelayanan Publik Masyarakat
Kecamatan
Nilai SAKIP cc 81 81 81 81 81 81
Kecamatan
Setelah Perubahan
Meningkatnya Penyelenggaraan Tata kelola Indeks Kepuasan 83 84 85 85
Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Masyarakat
Pelayanan yang Berkualitas
Meningkatkan Kinerja Indeks kepuasan 0 0 0 78 79 80 80
Pelayanan Kecamatan Masyarakat
Nilai SAKIP (5o 81 82 83 84 85 85

Kecamatan




BABV

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi strategi dan arah kebijakan
Perangkat Daerah Kecamatan Geger selama 5(lima) tahun ke
depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka

menengah Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah
dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka
panjang dan memetakann kendala yang dihadapi secara
menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat diartikan
sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran,
oleh karena strategi mereprentasikan pencapaian tujuan, maka

strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja
pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju
tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan
menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling

berkesinambungan dalam jangka waktu 5(lima) tahun.

Kebijakan dalam pedoman pelaksanaan program maupun
kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan
tujuan dan sasaran Kecamatan geger Kabupaten madiun.
Kecamatan geger memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang
tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2023

sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah



VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK

&S
TC. 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

MISI : MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH YANG PROFESIONAL UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN
PUBLIK
Tujuan I!,I;:;l:;t:r Sasaran Isn::::::r Strategi Kebijakan
Meningkatnya Indeks Meningkatka Indeks Peningkatan Penyusunan
Penyelenggaraan Kepuasan n Kinerja kepuasan mutu Regulasi
Tata kelola Masyarakat Pelayanan Masyarakat pelayanan satu Pelayanan di
Pemerintahan Kecamatan Kecamatan pintu Kecamatan
vang efektif dan
akuntabel dalam
pelayanan
Kecamatan yang
berkualitas
Nilai SAKIP Peningkatan Peningkatan
Kecamatan kualitas kompetensi
pelayanan petugas pelayanan
terhadap
masyarakat

Peningkatan
kualitas Sarana
dan prasarana
Pelayanan

Meningkatkan
pelayanan keliling




di tingkat Desa

Meningkatkan
system Informasi
Pelayanan
Kecamatan




BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN

Pada bab ini akan dikemukakan rencana proram dan
kegiatan, indikator kinerja,kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif = yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan
program dan kegiatan pada periode 2018-2023 untuk mencapai
visi dan misi yang menjadi harapan kantor kecamatan geger.
Gambaran rencana yang tertuang dalam bab VI ini merupakan
hasil analisis yang telah dilakukan melalui berbagai faktor dan
pendekatan yang telah diungkapkan pada bab-bab sebelumnya.

Adapun gambaran rencana program dan kegiatan yang
dilengkapi dengan indicator Kkerja,kelompok sasaran dan
pendanaaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh kantor
kecamatan geger pada periode 2018-2023 tertuang pada tabel
berikut ini :



TC. 27
REMCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGIKAT
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BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
KECAMATAN GEGER

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah
kebijjakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu
menentukan tindakan operasional yang kemuadin terkandung
didalam program dan kegiatan Kecamatan geger Kabupaten
Madiun. Program dan Kegiatan Kecamatan geger dengan
mempertimbangkan dan memperhatikan tugas fungsi. Program
adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk
mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang
mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara
terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasara Kkinerja.
Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari

program.

Indikator Kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang
digunakan untuk mengatahui gambaran terwujudnya kinerja serta
pencapaian hasil (outcome) sebuah program dan hasil (output)
kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur

sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran.

Adapun rencana program kegiatan kecamatan Geger
untuk periode 2018-2023 dapat dilihat sebagai berikut:



TC. 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisi Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
No Indikator pada awal periode | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun pada akhir
RPJMD 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | periode RPJMD
Sebelum Perubahan
Persentase Layanan Penyelenggaraan
1 | Pemerintahan Kecamatan - 100% o | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Persentase Layanan Bidang
2 Administrasi Kecamatan 100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 Nilai SAKIP Kecamatan [ 81 81 81 81 81 81
S _
Setelah Perubahan
1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 76 ) | 76 76 i 78 79 |80
2 Nilai SAKIP Kecamatan cc 81 81 82 83 84 85




BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis merupakan rencana operasional untuk
menjalankan tupoksi yang akan dilaksanakan oleh instansi
pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam proses
penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Geger 2018 - 2023
dilakukan seiring dengan agenda penyusunanRPJMD Pemerintah
Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2023.

Rencana Strategis Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
berlaku lima tahun dari tahun 2018 hingga 2023. Rencana
Strategis Kecamatan Geger Kabupaten Madiun merupakan
rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi,
misi, sasaran, tujuan, strategi. Kebijakan, program dan kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Kecamatan Geger ini diharapakan
bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku
kepentingan dalam melaksanakan rencana kerja, serta sebagai
tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan
kewenangan perangkat daerah. Oleh karena itu, dalam
pelaksanaan perencanaan Rencana Strategis Kecamatan Geger
Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari adanya
dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan
tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung

jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra)
Kecamatan Geger Tahun 2018-2023 diharapakan menjadi salah

satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam



mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan
Kecamatan Geger sehingga mampu mengakomodir kepentingan
dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain
dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan
misi Kabupaten Madiun.
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